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UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur, tempat kedudukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Madiun berada di Kota Madiun. Dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, Kota Madiun telah menjadi daerah
kota besar yang otonom dan terpisah dari Kabupaten Madiun, sehingga lbu
Kota Kabupaten Madiun perlu dipindahkan dari wilayah Kota Madiun ke
wilayah Kabupaten Madiun.

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun maka
lokasi Ibu Kota Kabupaten Madiun yang saat ini masih berada di wilayah
Kota Madiun perlu dipindahkan ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten
Madiun. Wilayah Kecamatan Mejayan terdiri dari Desa Kaliabu, Desa
Klecorejo, Desa Blabakan, Desa Wonorejo, Desa Kebonagung, Desa
Darmorejo, Desa Kaligunting, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Desa Mejayan,
Desa Ngampel, Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Krajan, dan Kelurahan
Pandean. Pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan
terletak pada koordinat 07° 32’ 28,71” LS (Lintang Selatan) dan 111° 39’
08,40” BT (Bujur Timur).
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